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Sekretaris Daer-
ah Kabupaten Buton 
Selatan La Ode Har-
wanto menyampaikan 
pengakuan tersebut 
dalam acara adat Me-
ta’u’a yang digelar 
masyarakat enam desa 
yang tergabung da-
lam persekutuan Bin-
awakili Biwinapada, 
Nggulanggula, Wak-

BUTON SELATAN, BP - Pemerintah Republik Indonesia mengakui Tari 
Fomani dan Meta’u’a sebagai warisan budaya yang telah lama hidup dan 
diwariskan masyarakat Siompu dan Siompu Barat, Kabupaten Buton Sela-
tan, Sulawesi Tenggara. Pengakuan itu ditandai dengan sertifikat Kement-
erian Kebudayaan yang diterbitkan pada 15 Desember 2025.

ing dari kehidupan 
adat masyarakat Siom-
pu. Pelaksanaan tra-
disi tersebut memper-
temukan masyarakat 
dalam ruang budaya 
yang tidak hanya ber-
fungsi sebagai ritual, 
tetapi juga menjadi 
sarana menjaga in-
gatan kolektif, nilai 
sosial, dan hubungan 
antargenerasi. Ke-
hadiran Tari Fomani 
turut memperlihatkan 
bagaimana ekspresi 
seni berkembang ber-
sama praktik adat mas-
yarakat setempat.

Dalam sejarah ke-

budayaan Indonesia, 
pengakuan negara 
terhadap tradisi lo-
kal merupakan bagian 
dari upaya pendata-
an dan perlindungan 
kekayaan budaya tak-
benda. Secara lebih 
luas, perlindungan 
warisan budaya tak-
benda mendapat per-
hatian internasional 
melalui Konvensi 
UNESCO 2003 ten-
tang Safeguarding of 
the Intangible Cultur-
al Heritage, yang me-
nekankan pentingnya 
menjaga praktik, ek-
spresi, pengetahuan, 
serta keterampilan bu-
daya yang diwariskan 
antargenerasi.

Harwanto menilai 

inamboro, Batuawu, 
Lapara, dan Tongali, 
Kecamatan Siompu, 
Minggu (20/9/2026). 
Sertifikat tersebut 
bernomor 425/WB/
KP001/002.

“Tari Fomani dan 
Meta’u’a telah re-
smi bersertifikat dari 
Kementerian Kebu-
dayaan,” kata Har-

wanto di hadapan mas-
yarakat adat dan para 
undangan. Menurut 
dia, pengakuan terse-
but memperkuat 
kedudukan kedua tra-
disi sebagai kekayaan 
budaya masyarakat 
yang perlu dijaga ke-
berlangsungannya.

Meta’u’a sendiri 
menjadi bagian pent-

BAUBAU, BP- Di-
nas Pemadam Keba-
karan dan Penyela-
matan Kota Baubau 
menangani delapan ke-
jadian kebakaran lah-
an di sejumlah wilayah 
selama 22-24 Septem-
ber 2026. Sebagian be-
sar kebakaran diduga 
bermula dari aktivitas 

Delapan Titik Kebakaran Lahan 
Ditangani Damkar Baubau pada 

22-24 September, Warga 
Kembali Diingatkan Tidak 

Bakar Lahan

pembakaran lahan dan 
sampah yang tidak di-
awasi hingga api mer-
embet ke area di seki-
tarnya.

Kepala Damkar 
dan Penyelamatan 
Kota Baubau H. La 
Ode Ali Hasan, S.E., 
M.Si., mengatakan 

BUTON SELA-
TAN, BP - Pemerintah 
Kabupaten Buton Se-
latan mendorong per-
cepatan aktivasi Iden-
titas Kependudukan 
Digital (IKD) setelah 
cakupannya baru men-
capai 5,94 persen hing-
ga 15 September 2026. 

Dukcapil Buton Selatan 
Genjot IKD, Aktivasi Warga 

Baru 5,94 Persen

Disdukcapil setempat 
menilai rendahnya 
capaian tersebut ber-
kaitan dengan belum 
luasnya informasi 
mengenai layanan ad-
ministrasi kependudu-
kan berbasis digital 
kepada masyarakat.

BUTON TEN-
GAH, BP- Sebanyak 
1.500 sertifikat tanah 
untuk masyarakat ber-
penghasilan rendah 
(MBR) di Kabupaten 
Buton Tengah, Su-
lawesi Tenggara, siap 
diserahkan dalam 
waktu dekat. Sertifikat 
tersebut diperuntuk-

Pemkab Buton Tengah dan BPN Percepat Sertifikasi 2.000 Bidang 
Tanah, Bupati Azhari Akan Serahkan 1.500 Sertifikat

kan bagi warga di 19 
desa dan kelurahan 
yang tersebar pada 
empat kecamatan.

Bupati Buton Ten-
gah Dr. Azhari men-
gatakan, penyerahan 
sertifikat akan dilaku-
kan di desa-desa yang 
menjadi lokasi pener-
ima. Pemerintah daer-
ah bersama Kantor 

Pertanahan Kabupat-
en Buton Tengah juga 
masih memproses 
sekitar 500 sertifikat 
lainnya untuk mas-
yarakat di tiga keca-
matan.

“Insyaallah dalam 
waktu dekat kita akan 
mulai membagikan 
sertifikat-sertifikat 
itu di desa-desa yang 

akan dituju,” kata 
Azhari seusai pen-
andatanganan nota 
kesepahaman (MoU) 
antara Pemkab Buton 
Tengah dan Kantor 
Pertanahan Kabupaten 
Buton Tengah, Kamis 
(24/9/2026).

Kerja sama tersebut 

BUTON SELA-
TAN, BP -Sebanyak 
120 penari putri dari 
Siompu Barat menjadi 
bagian dari pertunju-
kan kolosal dalam tra-

Meta’u’a Binawakili Hidupkan Jejak 400 
Tahun Armada Jawa di Siompu, Dimeriahkan 

120 Penari 

disi Meta’ u’a yang di-
gelar masyarakat adat 
Binawakili di Keca-
matan Siompu, Kabu-
paten Buton Selatan, 
Sulawesi Tenggara, 
Minggu (20/9/2026). 
Tradisi tersebut menja-

di medium masyarakat 
adat untuk merawat 
ingatan kolektif men-
genai jejak kedatan-
gan armada yang 
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JAKARTA, BP- 
Presiden Prabowo 
Subianto mene-
gaskan pentingnya 
masukan ilmuwan 
dalam pengelolaan 
lahan gambut dan 
pencegahan keba-
karan hutan dan 
lahan (karhutla). 
Penegasan itu disam-
paikan saat pemer-
intah memutuskan 
pembentukan Badan 
Pengelola Gambut 
dan Mangrove Na-
sional (BPGMN) 
setelah pertemuan 
dengan 22 pakar 
di Istana Merde-
ka, Jakarta, Kamis 
(24/9/2026).

P e m b e n t u k a n 
badan tersebut 
menjadi salah satu 
keputusan dalam 
pertemuan yang 
membahas penge-
lolaan ekosistem 
gambut, penanga-
nan kebakaran ke-
tika terjadi, serta 
strategi pencegahan 
berbasis riset. Pe-
merintah menya-
takan BPGMN akan 
diarahkan untuk 
memperkuat penge-
lolaan gambut dan 
mangrove sekaligus 
mencegah karhutla, 
terutama di wilayah 
yang memiliki eko-
sistem gambut.

Menteri Kehutan-
an Raja Juli Antoni 
mengatakan lembaga 
baru itu akan berada 
langsung di bawah 
Presiden. Menurut 
dia, pembentukan 
BPGMN merupakan 
salah satu keputusan 
penting yang diam-
bil setelah Prabowo 
mendengarkan ma-
sukan dari para aka-
demisi dan pakar.

“Pak Presiden 

JAKARTA, BP- 
Presiden Prabowo 
Subianto meminta 
pemerintah men-
goreksi regulasi 
daerah yang masih 
membuka ruang bagi 
masyarakat mem-
bakar lahan hingga 
dua hektare. Keten-
tuan tersebut dinilai 
dapat menjadi celah 
hukum yang menyu-
litkan upaya pence-
gahan dan pengenda-
lian kebakaran hutan 
dan lahan (karhutla), 
terutama di kawasan 
gambut.

Prabowo men-
yampaikan hal itu 
dalam diskusi ber-
sama 22 akademisi 
mengenai penanga-
nan karhutla dan la-
han gambut di Istana 
Merdeka, Jakarta, 
Kamis (24/9). Dalam 
pertemuan tersebut, 
pemerintah memba-
has langkah pence-
gahan sekaligus pen-
anganan kebakaran 
yang berulang di 
sejumlah wilayah In-
donesia.

Untuk mem-
perkuat pencegah-
an di tingkat mas-
yarakat, Prabowo 
mengatakan sekitar 
1.000 perwira TNI 
dan Polri telah di-
kerahkan ke daerah. 
Mereka antara lain 
bertugas member-
ikan edukasi kepa-
da warga mengenai 
pembukaan lahan 
serta pencegahan ke-
bakaran.

Presiden juga me-
minta masyarakat 
yang membutuhkan 
lahan tidak membuka 
kawasan dengan cara 
membakar. Pemerin-
tah, kata dia, dapat 
membantu menye-
diakan lahan dan 
sarana pendukung 
seperti pompa apabi-
la warga melaporkan 
kebutuhannya.

“Kalau Anda bu-
tuh lahan, lapor, kita 
buatkan lahan untuk 
kalian. Kita siapkan 
pompa untuk kalian. 
Kita ingin rakyat kita 
sejahtera,” ujar Pra-
bowo.

Prabowo Sebut Omongannya Dipelintir 
Seolah Tidak Hormati Pakar, Buktinya 

Presiden Libatkan 22 Pakar Bahas 
Gambut dan Ancaman Kebakaran Hutan

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pidatonya terkadang dipelintir dan dinarasikan bahwa 
dirinya tidak menghormati pakar. 

Laporan: Alwan sudah mengam-
bil keputusan akan 
mendirikan satu 
badan yang disebut 
Badan Pengelolaan 
Gambut dan Man-
grove Nasional atau 
disingkat BPGMN,” 
kata Raja Juli dalam 
konferensi pers seu-
sai pertemuan.

Pertemuan terse-
but juga menjadi ke-
sempatan bagi Pra-
bowo untuk meminta 
masukan mengenai 
persoalan gambut di 
Indonesia. Kepala 
BMKG Teuku Faisal 
Fathani mengatakan 
diskusi melibatkan 
pakar dari berbagai 
perguruan ting-
gi dan Badan Riset 
dan Inovasi Nasion-
al (BRIN), dengan 
pembahasan antara 
lain penanganan ke-
bakaran, perlindun-
gan ekosistem gam-
but, serta pemilihan 
tanaman dan varietas 
yang sesuai untuk 
kawasan gambut.

Dalam kesem-
patan itu, Prabowo 
menjelaskan bahwa 
pernyataannya men-
genai pakar dalam 
sejumlah forum ker-
ap dipelintir seh-
ingga menimbulkan 
kesan dirinya tidak 
menghormati kalan-
gan ahli. Ia menegas-
kan penghormatan 
terhadap keilmuan 
tetap menjadi bagian 
dari sikapnya dalam 
menerima masukan.

“Jadi sauda-
ra-saudara jangan 
salah ya meneri-
ma, karena kadang-
kadang saya kalau 
bicara di audiens 
suka dipelintir, dib-
ilang seolah saya 
tidak hormati pa-
kar,” ujar Prabowo 
dalam video yang 

diunggah Sekretariat 
Presiden pada Jumat 
(25/9/2026).

Prabowo menga-
takan kebiasaannya 
meminta pandangan 
pakar telah dilaku-
kan sejak masih 
menjadi perwira. 
Penjelasan tersebut 
disampaikan di ten-
gah sorotan terha-
dap pidatonya dalam 
HUT ke-28 PAN di 
JCC, Senayan, ketika 
ia mengkritik narasi 
sejumlah pihak yang 
mengatasnamakan 
kepakaran dalam 
mempersoalkan ke-
bijakan strategis pe-
merintah.

Dalam pidato 
tersebut, Prabowo 
juga mengutip Surah 
Al-Baqarah ayat 191 
dan menyatakan ti-
dak mempersoalkan 
kritik yang datang 
dari pihak yang 
disebutnya pakar. 
“Terserah pakar-pa-
kar yang mengang-
gap dirinya pakar. 
Saking pintarnya 
jadi goblok,” ujar 
Prabowo.

Persoalan gambut 
dan karhutla memi-
liki rekam jejak pan-
jang di Indonesia. 
Pada 2015, keba-
karan hutan dan lahan 
mencapai sekitar 2,6 
juta hektar menurut 
data Kementerian 
Lingkungan Hid-
up dan Kehutanan. 
Kebakaran saat itu 
juga berkaitan den-
gan persoalan lahan 
gambut yang men-
gering dan sulit di-
padamkan.

Dampak keba-
karan 2015 bahkan 
melampaui batas 
Indonesia. UNEP 
mencatat kebakaran 
hutan dan gambut 
saat itu menimbulkan 

kabut asap lintas ba-
tas serta berdampak 
terhadap kesehatan 
dan perekonomian 
masyarakat di ka-
wasan Asia Teng-
gara. Pengalaman 
tersebut kemudian 
memperkuat perha-
tian internasional 
terhadap perlindun-
gan gambut sebagai 
bagian dari agenda 
iklim global.

Data pemerin-
tah menunjukkan 
besarnya persoalan 
tersebut juga berkai-
tan dengan emisi. 
Dalam inventarisa-
si nasional, emisi 
dari kebakaran gam-
but tercatat menca-
pai 802,87 juta ton 
COâ‚‚e pada 2015, 
jauh di atas 205,08 
juta ton COâ‚‚e pada 
2013. Karena itu, 
kebijakan pengelo-
laan gambut tidak 
hanya berkaitan den-
gan pencegahan ke-
bakaran, tetapi juga 
dengan pengendalian 
emisi dan perlindun-
gan ekosistem.

Dengan pem-
bentukan BPGMN, 
pemerintah kini 
menempatkan pen-
gelolaan gambut 
dan mangrove da-
lam satu kerangka 
kelembagaan nasion-
al. Langkah tersebut 
sekaligus menandai 
upaya pemerintah 
memperkuat pence-
gahan karhutla 
melalui pendekatan 
berbasis ilmu pen-
getahuan, dengan 
masukan akademisi 
sebagai salah satu 
sumber dalam peru-
musan kebijakan.(*)

Prabowo Minta Perda Pembakaran Lahan 
Dikoreksi untuk Cegah Karhutla

Laporan: Radit Di sisi lain, Pra-
bowo menyoroti 
keberadaan dela-
pan peraturan daer-
ah (perda) di ting-
kat kabupaten yang 
menurutnya masih 
memberikan celah 
bagi pembakaran 
lahan hingga dua 
hektare. Ia meminta 
ketentuan tersebut 
dikoreksi karena ber-
potensi menimbul-
kan persoalan ketika 
api meluas dan sulit 
dikendalikan.

“Masih ada dela-
pan perda di kabupat-
en, bayangkan, yang 
mau pakai loophole 
bahwa boleh bakar 
2 hektare. Which is 
menurut saya com-
plete nonsense,” 
kata Prabowo, di-
kutip dari tayangan 
YouTube Sekretar-
iat Presiden, Jumat 
(25/9).

Menurut Pra-
bowo, persoalan 
utama bukan hanya 
luas lahan yang di-
bakar, tetapi kemam-
puan menghentikan 
api setelah keba-
karan berkembang. 
Ia mempertanya-
kan bagaimana satu 
orang dapat mengen-
dalikan api ketika 
area yang terbakar 
sudah mencapai satu 
hingga dua hektare.

“Kalau dia bakar 
2 hektare, bagaima-
na dihentikan itu ke-
bakaran? Satu orang 
enggak mungkin, ka-
lau sudah 1 hektare 
satu lapangan bola 
terbakar, satu orang 
mau hentikan?” 
ujarnya.

Pendekatan ber-
beda diterapkan ter-
hadap korporasi. 
Prabowo menegas-
kan perusahaan yang 
membuka lahan 
memiliki kewajiban 
sesuai regulasi, an-
tara lain membangun 
menara dan embung 
sebagai bagian dari 
pengendalian keba-
karan. Pemerintah, 
menurut dia, akan 

menertibkan peru-
sahaan yang tidak 
memenuhi ketentuan 
tersebut.

Persoalan karhut-
la bukan isu baru 
bagi Indonesia. Ke-
bakaran besar 1997-
1998 menjadi salah 
satu episode asap lin-
tas batas paling par-
ah di kawasan Asia 
Tenggara. ASEAN 
mencatat kebakaran 
ketika itu membakar 
lebih dari 9 juta hek-
tare lahan dan me-
nimbulkan kerugian 
ekonomi, sosial, ser-
ta lingkungan yang 
diperkirakan melam-
paui 9 miliar dolar 
AS.

Pengalaman terse-
but mendorong neg-
ara-negara ASEAN 
membentuk kerja 
sama regional. ASE-
AN Agreement on 
Transboundary Haze 
Pollution ditandatan-
gani pada 10 Juni 
2002 dan mulai ber-
laku pada 25 Novem-
ber 2003. Indonesia 
kemudian meratifi-
kasinya melalui Un-
dang-Undang No-
mor 26 Tahun 2014, 
dengan instrumen 
ratifikasi diserahkan 
pada Januari 2015.

Karakter lahan 
gambut membuat 
pencegahan menjadi 
penting karena api 
dapat menjalar di 
bawah permukaan 
ketika gambut men-
gering sehingga sulit 
dipadamkan. Bank 
Dunia mencatat ke-
bakaran 2015-2016 
memberikan dampak 
besar terhadap kese-
hatan, penghidupan, 
lingkungan, dan 
perekonomian In-
donesia. Karena itu, 
pemerintah kini me-
nempatkan korek-
si regulasi, edukasi 
masyarakat, penga-
wasan korporasi, 
serta penguatan 
pencegahan sebagai 
bagian dari upaya 
menekan risiko kar-
hutla.(*)



SULAWESI TENGGARA 3
BAUB AU POSTwww.baubaupost.com Selasa, 29 September 2026

KENDARI- KOLAKA-KOLUT-KOLTIM-MUNA-MUBAR-BOMBANA-KONAWE-KONKEP-KONUT-KONSEL

S U L T R A , 
BP-Gubernur Su-
lawesi Tenggara 
Andi Sumangeruk-
ka meminta Dewan 
Pengawas Badan 
Layanan Umum 
Daerah (BLUD) 
RSUD Bahteramas 
tidak berhenti pada 
pelantikan, tetapi 
segera menjalankan 
fungsi pengawasan 
untuk memperbaiki 
manajemen dan tata 
kelola rumah sakit. 
Penguatan terse-
but dinilai penting 
agar pengelolaan 
RSUD Bahteramas 
semakin tertata dan 
berorientasi pada 
pelayanan mas-
yarakat.

Permintaan itu 
disampaikan Andi 
S u m a n g e r u k k a 
saat melantik De-
wan Pengawas dan 
Sekretaris Dewan 
Pengawas BLUD 
RSUD Bahteramas 
di Aula Bahtera-
mas RSUD Provin-
si Sultra, Rabu 
(23/9/2026). Pe-
lantikan tersebut 
menjadi bagian 
dari langkah Pe-
merintah Provinsi 
Sultra memperkuat 
mekanisme pen-
gawasan di rumah 
sakit milik daerah.

Dalam pelanti-
kan itu, dr. Andi 
Saguni ditetapkan 
sebagai Ketua De-
wan Pengawas. Ia 
didampingi Mu-
hammad Haerun, 
Umikun Latifa, 
Ruslan, dan Irwan 
Zainuddin sebagai 
anggota Dewan 
Pengawas. Adapun 

SULTRA, BP- 
Pengurus Masjid Al-
Alam Kendari masa 
bakti 2026â€“2031 
resmi dikukuhkan 
Gubernur Sulawe-
si Tenggara (Sultra) 
Andi Sumangerukka 
di Masjid Al-Alam, 
Rabu (23/9/2026). 
Dalam momentum 
tersebut, Andi me-
minta pengurus men-
jadikan kejujuran 
dan kebenaran se-
bagai pijakan dalam 
mengelola amanah 
sekaligus mem-
perkuat fungsi mas-
jid bagi masyarakat.

Menurut Andi, 
pengelolaan masjid 
tidak berhenti pada 
penye lenggaraan 
ibadah. Masjid juga 
mempunyai ruang 
sosial dan pembinaan 
umat yang dapat di-
gunakan untuk mem-
bangun persauda-
raan, kepedulian, 
serta keteladanan di 
tengah masyarakat.

“Kejujuran dan 
kebenaran harus 
menjadi bagian dari 
setiap langkah da-
lam kehidupan dan 
hubungan dengan 
sesama,” kata Andi 
dalam arahannya.

Ia mengaitkan 
penguatan fungsi 
masjid dengan visi 
pembangunan Sul-
tra yang aman, se-
jahtera, dan religius. 
Karena itu, pengurus 
diminta menjadikan 
kegiatan keagamaan 
sebagai sarana un-
tuk mendorong mas-
yarakat memperbaiki 
diri sekaligus mem-
perkuat kehidupan 
sosial.

Andi juga mem-
beri perhatian khu-
sus kepada gener-
asi muda. Menurut 
dia, pengurus perlu 
menghadirkan pem-
binaan yang mena-
namkan keteladanan 
Nabi Muhammad 
SAW, terutama men-
genai kejujuran, 
kebenaran, kemam-
puan bersosialisasi, 
dan kehidupan ber-

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka 
Lantik Dewan Pengawas BLUD RSUD 
Bahteramas Tak Sekedar Seremonial

Laporan: Mashuri Drs. Muh. Syaing 
dipercaya menjabat 
Sekretaris Dewan 
Pengawas BLUD 
RSUD Bahteramas 
Provinsi Sultra.

Andi menga-
takan penguatan 
fungsi pengawasan 
tersebut berkai-
tan dengan arahan 
Menteri Kesehatan 
yang diperolehnya 
ketika melakukan 
audiensi. Pemerin-
tah daerah, menurut 
dia, didorong mem-
perbaiki tata kelola 
rumah sakit den-
gan mempelajari 
pengelolaan rumah 
sakit yang telah 
berkembang lebih 
maju.

“Jangan sam-
pai pelantikan ini 
hanya seremonial. 
Setelah dilantik, 
Dewan Pengawas 
harus menjalank-
an fungsi penga-
wasannya,” kata 
Andi dalam sambu-
tannya.

Salah satu 
pendekatan yang 
didorong adalah 
pembelajaran dari 
rumah sakit yang 
telah mengala-
mi perkembangan 
dalam tata kelo-
la dan pelayanan. 
Andi mencontoh-
kan Rumah Sakit 
Dharmais dan Ru-
mah Sakit Cip-
to di Jakarta yang 
disebutnya telah 
mengalami peruba-
han dalam pengelo-
laan dibandingkan 
kondisi sebelumn-
ya.

Untuk menin-
daklanjuti arahan 
tersebut, Pemerin-
tah Provinsi Sultra 

meminta dukungan 
Kementerian Kese-
hatan untuk mem-
perbantukan unsur 
pengawas. Kehad-
iran unsur tersebut 
diharapkan dapat 
membantu proses 
evaluasi sekaligus 
memberikan pem-
belajaran mengenai 
pengelolaan rumah 
sakit kepada jajaran 
RSUD Bahteramas.

“ M a n a j e m e n 
itu salah satu ba-
gian penting dalam 
pengelolaan rumah 
sakit. Karena itu, 
kita membutuhkan 
pengawasan dan 
pembelajaran agar 
pengelolaannya se-
makin baik,” ujar 
Andi.

Secara histo-
ris, penguatan tata 
kelola rumah sakit 
pemerintah mer-
upakan bagian dari 
perkembangan kon-
sep badan layanan 
publik di Indone-
sia. Sejak kerang-
ka Badan Layanan 
Umum diperkuat 
melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 ten-
tang Pengelolaan 
Keuangan Badan 
Layanan Umum, 
rumah sakit pe-
merintah didorong 
memiliki fleksibil-
itas pengelolaan 
keuangan dengan 
tetap mempertang-
gungjawabkan kin-
erja dan pelayanan 
kepada publik.

Perkembangan 
serupa juga ber-
langsung secara 
internasional. Or-
ganisasi Keseha-
tan Dunia (WHO) 
selama beberapa 

dekade mendorong 
penguatan tata 
kelola fasilitas kes-
ehatan, antara lain 
melalui akuntabil-
itas, pengawasan, 
mutu pelayanan, 
serta penggunaan 
sumber daya yang 
efektif. Prinsip 
tersebut menempat-
kan tata kelola se-
bagai salah satu un-
sur penting dalam 
menjaga kualitas 
dan keberlanjutan 
pelayanan keseha-
tan.

Dalam konteks 
RSUD Bahtera-
mas, keberadaan 
Dewan Pengawas 
diharapkan dapat 
memperkuat proses 
evaluasi dan pen-
gawasan terhadap 
manajemen rumah 
sakit. Gubernur 
juga berharap unsur 
yang dilantik mam-
pu memberikan 
kontribusi konkret 
dalam pembenahan 
tata kelola, bukan 
sekadar menjalank-
an fungsi adminis-
tratif.

Andi Suman-
gerukka meminta 
Dewan Penga-
was dan Sekretar-
is Dewan Penga-
was menjalankan 
amanah dengan 
penuh tanggung 
jawab. Pemerin-
tah Provinsi Sultra 
berharap penguatan 
pengawasan terse-
but bermuara pada 
pengelolaan RSUD 
Bahteramas yang 
lebih tertata dan 
peningkatan kuali-
tas pelayanan kes-
ehatan bagi mas-
yarakat.(*)

Pengurus Masjid Al-Alam Dikukuhkan, 
Gubernur Sultra Tekankan Kebenaran

Laporan: Lisna masyarakat.
“Masjid harus 

menjadi ruang yang 
mendorong mas-
yarakat untuk terus 
memperbaiki diri 
dan menerapkan 
nilai-nilai kebaikan,” 
ujarnya.

Dalam konteks se-
jarah Islam, gagasan 
tersebut memiliki 
akar panjang. Pada 
masa Nabi Muham-
mad SAW di Madi-
nah, masjid berkem-
bang bukan hanya 
sebagai tempat salat, 
tetapi juga menja-
di pusat kegiatan 
umat, pendidikan, 
komunikasi sosial, 
dan pelayanan ke-
masyarakatan. Ke-
menterian Agama 
mencatat fungsi so-
sial dan pembinaan 
tersebut sebagai ba-
gian penting dari se-
jarah perkembangan 
masjid pada periode 
Madinah.

Masjid Al-Alam 
sendiri memiliki 
latar sejarah yang 
cukup khas di Indo-
nesia. Masjid yang 
berada di tengah 
Teluk Kendari itu 
mulai dibangun pada 
2010 pada masa pe-
merintahan Guber-
nur Sultra Nur Alam 
dan penggunaannya 
kemudian diresmi-
kan pada 2018. Data 
Sistem Informasi 
Masjid Kementerian 
Agama juga men-
catat Al-Alam ber-
diri sejak 2010 dan 
memiliki kegiatan 
ibadah serta aktivitas 
sosial-ekonomi mas-
yarakat.

Secara arsitek-
tural, posisi Al-Alam 
di perairan Teluk 
Kendari membuat-
nya dikenal sebagai 
masjid terapung 
sekaligus salah satu 
ikon Kota Kend-
ari. Sejumlah sum-
ber mencatat masjid 
tersebut memiliki 
empat menara dan 
dirancang oleh arsi-
tek asal Sulawesi Se-
latan, Mursyid Mus-
tafa.

Fenomena masjid 

yang berdiri di atas 
atau di tepi perairan 
juga memiliki pre-
seden internasional. 
Di Jeddah, Arab Sau-
di, Masjid Al-Rahma 
yang dibangun pada 
1985 dikenal sebagai 
salah satu masjid 
terapung di Laut 
Merah. Sementa-
ra Masjid Hassan II 
di Casablanca, Ma-
roko, yang diresmi-
kan pada 1993, ber-
diri di tepi Samudra 
Atlantik dan diran-
cang dengan bagian 
bangunan berada di 
atas air.

Dalam kepen-
gurusan baru, H. 
Akhmad Aljufri 
dipercaya sebagai 
Ketua, didampingi 
Drs. H. Ryha Madi 
sebagai Wakil Ket-
ua I, Dr. H. Musadar 
Mappasomba, SP., 
MP. sebagai Wakil 
Ketua II, dan Prof. 
Dr. H. Nur Alim, 
M.Pd. sebagai Wakil 
Ketua III. Prof. Dr. 
Kamaruddin, S.Ag., 
SH., MH. menjadi 
Sekretaris dengan 
H. Saido Bonsai, 
S.Sos., M.Si., Dr. 
H. Muhammad Ali-
fuddin, M.Ag., dan 
H. Daryodi, S.Ag. 
sebagai Wakil Sek-
retaris I, II, dan III. 
Posisi Bendaha-
ra dijabat Drs. H. 
Andi Muh. Toa-
so, MM., dengan 
Syamsul Anam, SE., 
M.AP. sebagai Wakil 
Bendahara.

“Ketulusan da-
lam menjalankan 
amanah perlu diawa-
li dengan niat yang 
baik serta dilandasi 
nilai-nilai ibadah,” 
kata Andi. Ia ber-
harap kepengurusan 
baru dapat menjad-
ikan Masjid Al-Alam 
sebagai pusat ibadah 
sekaligus pembinaan 
umat yang manfaat-
nya dirasakan lebih 
luas oleh masyarakat 
Sultra.(*)
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BUTON TEN-
GAH, BP Pemerintah 
Kabupaten Buton Ten-
gah mendorong pe-
rusahaan dan pekerja 
memiliki pemahaman 
yang sama mengenai 
aturan hubungan in-
dustrial, terutama Pera-
turan Perusahaan (PP) 
dan Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB). Pen-
guatan pemahaman 
itu dilakukan melalui 
sosialisasi yang di-
gelar Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmi-
grasi (Disnakertrans) 
Buton Tengah, Kamis 
(24/9/2026).

Kegiatan tersebut 
menghadirkan Me-
diator Hubungan In-
dustrial Provinsi Su-
lawesi Tenggara La 
Ode Mohammadin, 
S.H., M.Si., M.H., 
dan Kepala BPJS 
Ketenagakerjaan Kota 
Baubau Musriati se-
bagai pemateri. Sosial-
isasi diikuti pimpinan 
dan perwakilan peru-
sahaan serta unsur pe-
merintah daerah.

Bupati Buton 
Tengah Dr. Azhari, 
S.STP., M.Si., yang 
membuka kegiatan 
itu, menempatkan PP 
dan PKB sebagai in-
strumen penting dalam 
memberikan kepastian 
mengenai hak dan ke-

BUTON, BP- Pe-
merintah Kabupaten 
Buton menyiapkan 
rencana aksi tindak 
lanjut Survei Penilaian 
Integritas (SPI) 2026 
bersama Komisi Pem-
berantasan Korupsi 
(KPK) RI. Langkah 
tersebut diarahkan un-
tuk memperbaiki tata 
kelola pemerintahan 
sekaligus memperkuat 
budaya kerja yang ber-
integritas di lingkun-
gan pemerintah daer-
ah.

Pembahasan ber-
langsung di Ruang 
Rapat VVIP Anjungan 
Kantor Bupati Buton, 
Pasarwajo, Kamis 
(17/9/2026), dengan 
melibatkan sejumlah 
organisasi perang-
kat daerah (OPD). 
Pertemuan dipimpin 
Bupati Buton Alvin 
Akawijaya Putra, SH, 
didampingi Sekda Bu-
ton La Ode Syamsud-
din, SPd, MSi.

Bagi Pemkab Bu-
ton, pendampingan 
tersebut menjadi ru-
ang evaluasi untuk 
mengidentifikasi as-
pek penyelenggaraan 
pemerintahan yang 
masih membutuhkan 
pembenahan. Hasil 
SPI tidak hanya ditem-
patkan sebagai ukuran 
integritas, tetapi juga 
sebagai bahan untuk 
menentukan langkah 
perbaikan tata kelola 
dan pelayanan publik.

“Kita berharap sur-
vei yang akan dilaku-
kan ini dapat mem-
berikan hasil yang 
memuaskan bagi kita 
semua. Mudah-muda-
han apa yang masih 
perlu diperbaiki dapat 
kita benahi bersama, 
karena kemajuan Ka-
bupaten Buton ada di 
tangan kita semua,” 
kata Alvin.

KPK menempat-
kan SPI sebagai in-
strumen untuk meme-
takan tingkat integritas 
dan risiko korupsi di 
kementerian, lemba-
ga, serta pemerintah 

Bupati Azhari Dorong Perusahaan 
dan Pekerja Pahami Aturan Hubungan 

Industrial

Laporan:Ardi wajiban pengusaha 
serta pekerja. Menurut 
dia, kejelasan aturan di 
tempat kerja diperlu-
kan untuk menguran-
gi potensi perselisihan 
hubungan industrial.

“PP dan PKB 
memiliki posisi pent-
ing dalam memberi-
kan kepastian atas hak 
dan kewajiban pengu-
saha maupun pekerja,” 
kata Azhari.

Ia meminta peru-
sahaan dan pekerja 
tidak hanya memaha-
mi keberadaan kedua 
dokumen tersebut, 
tetapi juga menge-
tahui tata cara peny-
usunan dan penera-
pannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Kepatuhan terhadap 
aturan, menurut dia, 
harus berjalan bersa-
ma dengan komunika-
si yang terbuka antara 
kedua pihak.

Azhari juga men-
dorong terciptanya 
komunikasi yang kon-
struktif, profesional-
itas, dan peningkatan 
produktivitas tena-
ga kerja. Pemerintah 
daerah memandang 
hubungan industrial 
yang kondusif sebagai 
salah satu unsur yang 
dapat menunjang ak-
tivitas ekonomi dan 
pembangunan daerah.

“Hubungan indus-

trial yang sehat tidak 
hanya menciptakan 
suasana kerja yang 
kondusif, tetapi juga 
mendukung pemban-
gunan dan pertumbu-
han ekonomi daerah,” 
ujarnya.

Penguatan regu-
lasi hubungan kerja 
tersebut berlangsung 
dalam konteks sistem 
ketenagakerjaan In-
donesia yang telah 
lama menempatkan 
hubungan antara pen-
gusaha dan pekerja 
sebagai bagian penting 
dalam pembangunan 
ekonomi. Secara nasi-
onal, Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagaker-
jaan menjadi salah satu 
landasan utama penga-
turan hubungan kerja, 
termasuk hubungan 
industrial, meskipun 
sejumlah ketentuann-
ya kemudian mengala-
mi perubahan melalui 
regulasi berikutnya.

Secara historis, ga-
gasan hubungan in-
dustrial juga berkem-
bang dalam sistem 
ketenagakerjaan inter-
nasional. Organisasi 
Perburuhan Internasi-
onal atau International 
Labour Organization 
(ILO) yang berdiri 
pada 1919 menempat-
kan dialog sosial, per-
lindungan pekerja, dan 
kerja sama antara pe-

merintah, pengusaha, 
serta pekerja sebagai 
bagian penting dalam 
tata kelola ketenagak-
erjaan. Perkembangan 
tersebut turut memen-
garuhi praktik hubun-
gan industrial di berb-
agai negara.

Di Buton Tengah, 
penguatan pemaha-
man tersebut turut 
melibatkan para camat 
se-Kabupaten Buton 
Tengah dan Koordi-
nator SPPG Buton 
Tengah. Plt. Kepala 
Disnakertrans Buton 
Tengah Sahiruddin, 
S.Pd., M.M., juga 
hadir bersama unsur 
terkait dalam kegiatan 
tersebut.

Melalui sosialisasi 
itu, Disnakertrans Bu-
ton Tengah berupaya 
mempertemukan pe-
mahaman perusahaan 
dan pekerja mengenai 
ketentuan ketenagak-
erjaan. Kesamaan pe-
mahaman diharapkan 
menjadi dasar bagi 
hubungan kerja yang 
lebih transparan, 
kondusif, harmonis, 
dan berkeadilan.

“ K o m u n i k a s i 
yang terbuka dan 
konstruktif perlu 
dibangun bersama, 
disertai profesionali-
tas serta peningkatan 
produktivitas tenaga 
kerja,” kata Azhari.
(*)

KPK Dampingi Buton Susun Aksi 
Perbaikan Tata Kelola dan Integritas 2026

Laporan:La Harman daerah. Survei terse-
but menggabungkan 
masukan dari unsur 
internal, masyarakat 
sebagai pengguna 
layanan, dan kalangan 
ahli atau pemangku 
kepentingan.

Secara nasional, 
pelaksanaan SPI tel-
ah berkembang sejak 
2016. KPK mencatat 
survei tersebut se-
belumnya berangkat 
dari Survei Integri-
tas, kemudian pada 
2016 berubah menja-
di SPI dan pada 2019 
dinaikkan ke level 
strategis sebagai ke-
giatan nasional. Sejak 
2021, pelaksanaannya 
dilakukan secara ma-
sif dan menjadi salah 
satu basis pengukuran 
integritas nasional.

Skala pelaksanaan 
itu terus meluas. Pada 
SPI 2025, KPK men-
catat 107 kementerian/
lembaga, 546 pemer-
intah daerah, dan em-
pat BUMN mengikuti 
survei. Indeks Integri-
tas Nasional 2025 be-
rada di angka 72,32, 
sementara indeks pe-
merintah daerah ter-
catat 71,33 dari 546 
instansi.

Data tersebut 
menunjukkan bahwa 
penguatan integritas 
masih menjadi agenda 
berkelanjutan dalam 
penyelenggaraan pe-
merintahan Indonesia. 
KPK dalam laporan 
tahunannya juga men-
catat masih adanya 
risiko suap, pungutan 
liar, serta persoalan 
pada pengadaan ba-
rang dan jasa yang 
perlu ditindaklanju-
ti melalui perbaikan 
sistem.

Dalam konteks Bu-
ton, Tim KPK yang 
hadir terdiri atas Tena-
ga Ahli SPI KPK Di-
rektorat Monitoring 
Kedeputian Bidang 
Pencegahan dan Mon-
itoring Muhammad 
Yogi, Tenaga Ahli 
Madya Tindak Lanjut 
SPI Fachruddin Pu-
tra Jaya, serta Asisten 

Tenaga Ahli Tindak 
Lanjut SPI Jessica 
Rahma Sekar Ayu.

Fachruddin men-
jelaskan, pendamp-
ingan tersebut tidak 
dimaksudkan sema-
ta-mata untuk menilai 
pemerintah daerah. 
Menurut dia, proses 
tersebut juga merupa-
kan bagian dari upaya 
mendorong perbaikan 
yang dapat dilakukan 
pemerintah daerah 
berdasarkan hasil dan 
rencana tindak lanjut 
SPI.

“Kami datang se-
bagai kawan untuk 
bersama-sama mem-
perbaiki apa yang 
sudah direncanakan 
ke depan. Harapann-
ya, pada survei tahun 
depan akan ada per-
baikan, baik dari sisi 
tata kelola maupun bu-
daya kerja,” ujarnya.

Upaya memban-
gun integritas pemer-
intahan juga memiliki 
konteks internasional. 
Perserikatan Bang-
sa-Bangsa melalui 
Konvensi PBB Me-
nentang Korupsi (UN-
CAC) menjadikan 
pencegahan korupsi, 
penguatan integritas 
sektor publik, trans-
paransi, dan akunt-
abilitas sebagai bagian 
penting dalam kerang-
ka pemberantasan ko-
rupsi global. Kerangka 
tersebut menempat-
kan pencegahan dan 
pembenahan institusi 
sebagai bagian dari 
upaya jangka panjang, 
bukan semata penin-
dakan setelah korupsi 
terjadi.

Karena itu, pen-
dampingan SPI di 
Buton diarahkan pada 
konsistensi perbaikan. 
KPK menekankan in-
tegritas sebagai fon-
dasi tata kelola pemer-
intahan, sedangkan 
Pemkab Buton dihara-
pkan menerjemahkan 
hasil evaluasi ke da-
lam langkah konkret 
yang dijalankan secara 
konsisten oleh seluruh 
jajaran dalam penye-
lenggaraan pemerin-
tahan dan pelayanan 
kepada masyarakat.(*)
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BAUBAU, BP- Se-
banyak 97 Pasangan 
Usia Subur (PUS) 
menjadi sasaran pe-
serta KB baru dalam 
Pelayanan KB Seren-
tak yang digelar Dinas 
Pemberdayaan Per-
empuan, Perlindungan 
Anak dan Keluarga 
Berencana (DP3AKB) 
Kota Baubau sepan-
jang 7 September hing-
ga 7 Oktober 2026. 
Program tersebut di-
gelar untuk memper-
luas akses masyarakat 
terhadap pelayanan 
kontrasepsi sekaligus 
memperkuat perenca-
naan keluarga.

Kepala DP3AKB 
Kota Baubau Abdul 
Rahman, S.Pd., M.Si., 
mengatakan pelayanan 
tersebut tidak sema-
ta-mata diarahkan un-
tuk mengejar jumlah 
peserta baru. Edukasi 
mengenai perencanaan 
keluarga dan pemili-
han metode kontrasep-
si sesuai kebutuhan 
masyarakat menjadi 
bagian penting dalam 
pelaksanaannya.

“Pelayanan KB 
serentak ini merupa-
kan bagian dari upa-
ya memperkuat akses 
pelayanan KB yang 
berkualitas bagi Pas-
angan Usia Subur dan 
meningkatkan capaian 
peserta KB baru,” kata 

JAKARTAIntegrasi Rekam 
Medis Elektronik (RME) melalui 
SATUSEHAT mulai diarahkan 
tidak sekadar untuk memudah-
kan pertukaran informasi pa-
sien, tetapi juga menjadi basis 
pengukuran mutu pelayanan dan 
pembiayaan kesehatan berbasis 
value serta outcome. Kemente-
rian Kesehatan dan BPJS Kese-
hatan mengintegrasikan peman-
faatan data tersebut dalam proses 
pelayanan dan klaim pembiayaan 
kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kes-
ehatan Dr. Prihati Pujowaskito 
mengatakan, BPJS Kesehatan 
saat ini bekerja sama dengan 
sekitar 3.200 rumah sakit dan 
23.000 klinik. Dengan integrasi 
SATUSEHAT RME, rekam me-
dis elektronik dapat dibaca se-
bagai bagian dari proses klaim 
pelayanan kesehatan.

“Dengan peluncuran RME ini, 
kami sepakat untuk bergabung 
bersama-sama dengan SATUSE-
HAT agar BPJS Kesehatan dapat 
membaca rekam medis elektron-
ik sebagai bagian dari proses 
klaim pembiayaan kesehatan,” 
ujar Prihati dalam peluncuran 
SATUSEHAT RME di Auditori-
um dr. J. Leimena, Gedung Ad-
hyatma, Kementerian Kesehatan, 
Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Selama ini, proses klaim ma-
sih menghadapi persoalan do-
kumentasi, antara lain dokumen 
yang dikirim dalam format PDF. 
Integrasi RME memungkinkan 
informasi pelayanan tersusun 
lebih sistematis sehingga dapat 
digunakan untuk melihat kes-
esuaian clinical pathway, lama 
perawatan, outcome pasien, ket-
erlibatan tenaga kesehatan, hing-
ga komponen pembiayaan.

Menteri Kesehatan Budi Gun-
adi Sadikin mengatakan, peman-
faatan data RME memungkinkan 
pelayanan kesehatan dievaluasi 
berdasarkan hasil yang dicapai 
pasien, bukan hanya berdasarkan 
tindakan yang diberikan. “Den-
gan data yang ada, kita dapat 
melihat apakah pelayanan sudah 
sesuai dengan outcome, clini-
cal pathway, dan standar yang 

DP3AKB Baubau Bidik 97 Akseptor 
Baru hingga Puncak Hari 

Kontrasepsi 2026

Peliput: Andina L Abdul Rahman dalam 
keterangan pers, Ka-
mis (24/9/2026).

Menurut Abdul 
Rahman, pelayanan 
serentak menjadi 
momentum untuk 
mendekatkan layanan 
kesehatan reproduksi 
kepada masyarakat. 
PUS diberikan in-
formasi agar dapat 
memahami pilihan 
kontrasepsi dan mem-
peroleh metode yang 
sesuai dengan kebu-
tuhan mereka melalui 
pelayanan yang terse-
dia.

Pelaksanaan pro-
gram berlangsung 
selama sebulan di 
wilayah Kota Baubau 
dan seluruh hasil pen-
dataan serta pelayanan 
yang terealisasi di 
lapangan dicatat se-
cara terintegrasi 
melalui aplikasi SIGA 
BKKBN. Pencatatan 
tersebut menjadi ba-
gian dari pemantauan 
capaian pelayanan KB 
selama rangkaian ke-
giatan berlangsung.

Program itu juga 
ditempatkan dalam 
momentum peringa-
tan Hari Kontrasepsi 
Sedunia atau World 
Contraception Day 
(WCD), yang diper-
ingati setiap 26 Sep-
tember. Peringatan 
tersebut pertama kali 
diluncurkan secara 
global pada 26 Sep-

tember 2007 oleh or-
ganisasi-organisasi 
keluarga berencana 
internasional dengan 
misi meningkatkan 
kesadaran mengenai 
kontrasepsi dan mem-
bantu masyarakat 
membuat pilihan 
yang terinformasi ter-
kait kesehatan repro-
duksi.

Di Indonesia, per-
ingatan WCD telah 
menjadi salah satu 
momentum pengua-
tan pelayanan KB. 
Pada 2024, misalnya, 
pelayanan KB seren-
tak secara nasional 
yang dicatat hingga 
24 September menca-
pai 1.880.577 aksep-
tor atau 132,75 persen 
dari target 1.416.663 
akseptor di 34 provin-
si. Data tersebut 
menunjukkan bahwa 
peringatan WCD juga 
dimanfaatkan sebagai 
penggerak pelayanan 
KB secara luas.

Secara global, ke-
butuhan terhadap ak-
ses kontrasepsi masih 
menjadi agenda kes-
ehatan masyarakat. 
Organisasi Keseha-
tan Dunia (WHO) 
mencatat dari sekitar 
1,9 miliar perem-
puan usia reproduktif 
15â€“49 tahun pada 
2021, sebanyak 1,1 
miliar membutuh-
kan layanan keluar-
ga berencana. Dari 

jumlah itu, 874 juta 
menggunakan metode 
kontrasepsi modern, 
sedangkan 164 juta 
masih memiliki kebu-
tuhan kontrasepsi yang 
belum terpenuhi.

WHO juga mene-
mpatkan keluarga ber-
encana sebagai bagian 
dari akses terhadap 
layanan kesehatan re-
produksi yang memu-
ngkinkan seseorang 
menentukan jumlah 
dan jarak kelahiran 
berdasarkan pilihan 
yang diinformasikan. 
Beragam metode kon-
trasepsi tersedia, teta-
pi pemilihannya perlu 
disesuaikan dengan 
kondisi, kebutuhan, 
dan konsultasi dengan 
tenaga kesehatan.

Rangkaian pe-
layanan DP3AKB 
Kota Baubau dijad-
walkan berakhir pada 
7 Oktober 2026, berte-
patan dengan puncak 
peringatan Hari Kon-
trasepsi Sedunia. Ab-
dul Rahman berharap 
kegiatan tersebut dapat 
memperkuat kontribu-
si pemerintah daerah 
dalam membentuk kel-
uarga yang terencana, 
sehat, dan berkualitas.

“Dengan pelayanan 
dan informasi yang 
memadai, masyarakat 
dapat menentukan pili-
han kontrasepsi sesuai 
kebutuhan dan kondisi 
masing-masing,” ujar 
Abdul Rahman.(*)

RME SATUSEHAT Terintegrasi, BPJS 
Kesehatan Dorong Klaim Berbasis Mutu

ditetapkan,” kata Budi.
Kementerian Kesehatan sebelum-

nya memperkenalkan SATUSEHAT 
pada 26 Juli 2022 sebagai platform 
integrasi data layanan kesehatan na-
sional. Pengembangan itu merupakan 
bagian dari pilar keenam transforma-
si kesehatan, yakni transformasi te-
knologi kesehatan. Pada akhir 2022, 
Kemenkes mencatat 2.893 puskesmas 
dan 370 rumah sakit di Jawa-Bali tel-
ah siap terintegrasi dengan SATUSE-
HAT.

Tonggak regulasinya diperkuat 
melalui Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam 
Medis. Kemenkes ketika itu menar-
getkan penerapan RME di seluruh 
fasilitas pelayanan kesehatan seka-
ligus membangun standardisasi dan 
interoperabilitas pertukaran data kes-
ehatan.

Secara global, digitalisasi rekam 
medis juga berkembang sebagai ba-
gian dari transformasi sistem keseha-
tan. WHO mencatat adopsi sistem 
rekam kesehatan elektronik nasional 
terus meningkat dan menempatkan 
interoperabilitas, standar data, tata 
kelola, infrastruktur, serta kapasitas 
tenaga kerja sebagai bagian penting 
dalam pembangunan ekosistem kes-
ehatan digital.

WHO juga menempatkan rekam 
kesehatan elektronik sebagai instru-
men untuk menyediakan informasi 
pasien secara cepat dan terstruktur 
bagi pengguna yang berwenang. 
Pada 2020, WHO mengadopsi 
Global Strategy on Digital Health, 
yang kemudian diperbarui untuk 
periode 2020-2027, dengan tujuan 
mendorong pemanfaatan teknolo-
gi digital untuk memperkuat sistem 
kesehatan dan meningkatkan hasil 
kesehatan.

Bagi Indonesia, pemanfaatan 
RME kini diarahkan melampaui 
kebutuhan administratif. Data yang 
terintegrasi dapat digunakan untuk 
pelayanan, proses klaim, evaluasi 
clinical pathway, riset, dan perband-
ingan outcome antar-fasilitas kese-
hatan. “Ke depan, BPJS Kesehatan 
akan mengedepankan pembiayaan 
pelayanan kesehatan yang lebih val-
ue based medicine,” ujar Prihati.(*)
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JAKARTA, BP- 
Temuan bangu-
nan mewah dengan 
fasilitas lengkap di 
Lembaga Pemas-
yarakatan (Lapas) 
Kelas IIA Cibinong, 
Pondok Rajeg, Ka-
bupaten Bogor, me-
munculkan kembali 
persoalan lama ten-
tang perlakuan khu-
sus terhadap nara-
pidana. Indonesia 
Corruption Watch 
(ICW) menilai 
temuan Ombuds-
man tersebut perlu 
diperiksa dari sisi 
potensi suap, gratifi-
kasi, dan penyalah-
gunaan kewenangan.

ICW mengaitkan 
temuan itu dengan 
dua dari lima modus 
korupsi di lemba-
ga pemasyarakatan 
yang telah mereka 
petakan sejak 2011, 
yakni pemberian 
fasilitas atau per-
lakuan khusus kepa-
da narapidana serta 
pemberian izin kelu-
ar lapas yang kemu-
dian disalahgunakan.

Menurut ICW, 
fasilitas khusus dapat 
berbentuk sel berbe-
da dari narapidana 
lain, penggunaan 
perangkat elektron-
ik, makanan tertentu, 
ruang yang lebih 
nyaman, hingga ak-
ses keluar-masuk 
lapas di luar alasan 
yang diperbolehkan. 
Karena itu, persoalan 
di Cibinong dinilai 
perlu ditelusuri lebih 
jauh untuk mengeta-
hui siapa yang mem-
berikan fasilitas, ke-
pada siapa fasilitas 
diberikan, serta apa-
kah terdapat imbalan 
di baliknya.

SURABAYA, BP- 
Polisi menetapkan 
Hendi Wirawan bin 
Soekirno (32), kepala 
bagian dapur Satuan 
Pelayanan Pemenu-
han Gizi (SPPG) di 
Jalan Raya Dukuh 
Kupang, Surabaya, 
Jawa Timur, sebagai 
tersangka kasus du-
gaan penggelapan 
minyak goreng. Hen-
di diduga meman-
faatkan jadwal piket 
malam untuk men-
gambil minyak dari 
tempat kerjanya dan 
menjualnya kembali.

Kapolsek Sawah-
an Kompol Muljono 
mengatakan, pen-
gungkapan perkara 
tersebut dilakukan 
Unit Reskrim Pol-
sek Sawahan setelah 
menerima laporan 
dari seorang saksi 
mengenai dugaan 
penggelapan dalam 
jabatan yang dilaku-
kan Hendi.

Aksi tersebut di-
duga berlangsung 
ketika Hendi men-
jalankan piket 
malam, yakni mulai 
pukul 23.00 hingga 
09.00 WIB. Polisi 
menyebut tersangka 
memindahkan min-
yak goreng sisa dari 
wadah ke dalam kan-
tong plastik hitam 
berukuran besar.

Plastik berisi min-
yak itu kemudian 
dikeluarkan dari area 
SPPG dan disembun-
yikan di dekat tem-
pat sampah di luar 
kantor. Pada pagi 
hari, barang tersebut 
diduga diambil kem-
bali oleh Hendi un-
tuk kemudian dijual 
kepada orang lain.

Polisi mencatat 
aksi tersebut dilaku-
kan sebanyak tiga 
kali, masing-mas-
ing pada 11, 16, dan 
18 September 2026. 
Dari kegiatan itu, ter-
sangka disebut mem-

ICW Soroti Dugaan Jual-Beli Fasilitas 
Narapidana di Lapas Cibinong

Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons temuan Ombudsman terkait adanya bangunan 
mewah dengan fasilitas lengkap di Lapas Kelas IIA Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, 

yang diduga dimanfaatkan oleh narapidana.
Laporan: Amran “Dugaan adanya 

suap dan gratifikasi 
perlu diperiksa untuk 
dua hal,” tulis ICW 
dalam keterangann-
ya, Jumat (25/9).

Catatan sejarah 
pemasyarakatan In-
donesia menunjuk-
kan bahwa praktik 
serupa pernah beru-
jung pada perkara 
pidana. Pada 2018, 
Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) 
melakukan operasi 
tangkap tangan ter-
kait Lapas Sukami-
skin, Bandung. KPK 
menyebut narapi-
dana dapat memba-
yar sekitar Rp200 
juta hingga Rp500 
juta untuk memper-
oleh fasilitas tamba-
han, sementara per-
kara tersebut juga 
berkaitan dengan 
pemberian kemuda-
han untuk keluar dari 
lapas.

Kasus Gayus 
Tambunan juga men-
jadi salah satu contoh 
yang kerap dirujuk 
dalam pembahasan 
pengawasan nara-
pidana. Pada 2010, 
foto Gayus yang saat 
itu berstatus tahan-
an berada di arena 
tenis di Nusa Dua, 
Bali, menjadi perha-
tian publik. Gayus 
kemudian mengakui 
bahwa pria dalam 
foto tersebut adalah 
dirinya. Pada 2015, 
foto Gayus berada 
di sebuah restoran 
di Jakarta kemba-
li memicu sorotan; 
pihak Lapas Suka-
miskin menjelaskan 
bahwa ia keluar pada 
9 September 2015 
untuk memenuhi 
panggilan Penga-
dilan Agama Jakarta 
Utara.

ICW menilai pen-
galaman tersebut 
menunjukkan bahwa 
dugaan penyalah-
gunaan fasilitas dan 
izin keluar lapas ti-
dak semestinya di-
pandang sebagai per-
soalan administratif 
belaka. Lembaga itu 
meminta kemungk-
inan adanya pemba-
yaran, transaksi, atau 
aliran uang diperiksa 
untuk mengetahui 
apakah terjadi prak-
tik pemberian privi-
lege kepada narapi-
dana tertentu.

“Termasuk me-
meriksa apakah 
terdapat transaksi, 
aliran uang, atau 
penyalahgunaan ke-
wenangan oleh peja-
bat maupun petugas 
pemasyarakatan,” 
tulis ICW.

Persoalan terse-
but juga memiliki 
dimensi internasion-
al. United Nations 
Office on Drugs and 
Crime (UNODC) 
dalam panduann-
ya mengenai an-
tikorupsi di penja-
ra mencatat bahwa 
korupsi di lingkun-
gan pemasyarakatan 
dapat memengaruhi 
kondisi tahanan, 
membuka ruang 
bagi pemberian suap 
untuk layanan ter-
tentu, bahkan da-
lam kondisi ekstrem 
dapat memfasilitasi 
pelarian dan operasi 
kejahatan dari dalam 
penjara.

Atas dasar itu, 
ICW mendesak 
KPK ikut menelusu-
ri dugaan transaksi 
di Lapas Cibinong. 
ICW juga mengin-
gatkan agar pemer-
iksaan tidak berhen-
ti pada perdebatan 

mengenai status ba-
ngunan tersebut se-
bagai rumah dinas 
atau fasilitas lain, 
melainkan diarahkan 
untuk mengungkap 
kemungkinan adan-
ya jual-beli fasilitas.

“Substansi yang 
harus dibongkar ada-
lah dugaan jual-beli 
privilege di dalam 
lapas,” tulis ICW, 
seraya memper-
tanyakan siapa yang 
membayar, siapa 
yang menerima, sia-
pa yang member-
ikan fasilitas, dan 
bagaimana fasilitas 
tersebut diberikan 
kepada narapidana 
tertentu.

Sementara itu, 
Menteri Imigrasi 
dan Pemasyarakatan 
(Imipas) Agus An-
drianto mendatangi 
Lapas Cibinong pada 
Jumat (25/9) bersa-
ma Kepala Badan 
Pengendalian dan 
Pengawasan Internal 
Khusus (Bappisus) 
Aris Marsudiyanto. 
Keduanya melaku-
kan investigasi un-
tuk memastikan pe-
runtukan bangunan 
yang ditemukan Om-
budsman.

“Ini kita akan da-
lami apakah rumah 
pegawai ini bet-
ul-betul digunakan 
untuk rumah pega-
wai atau dimanfaat-
kan untuk kepentin-
gan lain,” kata Agus 
kepada wartawan. 
Pemeriksaan terse-
but dilakukan un-
tuk memastikan 
fungsi bangunan 
dan fasilitas di 
lingkungan Lapas 
Cibinong sekaligus 
menindaklanjuti 
temuan Ombuds-
man.(*)

Kepala Dapur SPPG Surabaya Jadi 
Tersangka Penggelapan Minyak Goreng

Seorang kepala bagian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 
di Surabaya, Jawa Timur, ditangkap dan ditetapkan tersangka usai didu-
ga menggelapkan delapan jeriken minyak goreng dari tempat kerjanya 

untuk dijual kembali. 

Laporan: Amran peroleh keuntungan 
sebesar Rp1,2 juta 
yang kemudian di-
gunakan untuk me-
menuhi kebutuhan 
hidup.

“ T e r s a n g k a 
melakukan peng-
gelapan minyak 
goreng berjumlah 8 
jeriken masing-mas-
ing 18 liter. Dari hasil 
penggelapan terse-
but pelaku mendapat 
keuntungan uang 
senilai Rp1,2 juta,” 
kata Muljono, Jumat 
(25/9).

Dalam pengung-
kapan perkara terse-
but, polisi memer-
iksa sejumlah saksi 
dan mengamankan 
rekaman kamera pe-
mantau atau CCTV 
dari lokasi kejadian. 
Rekaman tersebut 
menjadi salah satu 
barang bukti dalam 
proses penyidikan.

Hendi diketahui 
telah menjabat se-
bagai kepala bagian 
dapur SPPG sejak 
Mei 2026. Posisi 
tersebut membuat-
nya memiliki akses 
terhadap aktivitas 
dan bahan yang be-
rada di lingkungan 
dapur tempat ia 
bekerja.

“Polsek Sawah-
an telah melakukan 
pengungkapan per-
kara tindak pidana 
penggelapan dalam 
jabatan,” ujar Mul-
jono.

Perkara terse-
but terjadi ketika 
SPPG menjadi ba-
gian penting dalam 
pelaksanaan Pro-
gram Makan Ber-
gizi Gratis (MBG). 
Program yang di-
jalankan Badan Gizi 
Nasional itu mulai 
dilaksanakan secara 
bertahap pada 6 Jan-
uari 2025 melalui 
SPPG. Pada tahap 
awal, terdapat 190 
SPPG yang melayani 
sekitar 570.000 

penerima manfaat.
Dalam perkem-

bangannya, jumlah 
SPPG meningkat 
tajam. BGN men-
catat pada awal Jan-
uari 2026 seban-
yak 19.188 SPPG 
telah beroperasi di 
38 provinsi den-
gan sekitar 55,1 juta 
penerima manfaat. 
Perkembangan terse-
but menunjukkan se-
makin besarnya ska-
la pengelolaan bahan 
pangan dan opera-
sional dapur dalam 
program tersebut.

]Atas perbuatann-
ya, Hendi dijerat Pas-
al 488 juncto Pasal 
126 Undang-Undang 
Republik Indone-
sia Nomor 1 Tahun 
2023 tentang KUHP 
terkait tindak pidana 
penggelapan dalam 
jabatan yang dilaku-
kan secara berulang 
sebagai perbuatan 
berlanjut. Polisi 
masih melanjutkan 
proses hukum terha-
dap tersangka.

Program MBG 
sendiri merupakan 
program nasional 
yang mulai dijalank-
an pada 6 Januari 
2025 melalui SPPG. 
Dalam waktu satu 
tahun, jumlah unit 
pelayanan tersebut 
berkembang dari 190 
menjadi 19.188 unit 
pada awal Januari 
2026.

Sementara itu, 
minyak goreng 
memiliki posisi pent-
ing dalam konsumsi 
pangan masyarakat 
Indonesia. Data BPS 
bahkan memasukkan 
minyak goreng se-
bagai salah satu ko-
moditas bahan pokok 
yang dicatat dalam 
konsumsi nonrumah 
tangga, bersama be-
ras, daging, telur, 
bawang, cabai, gula, 
tepung, dan komod-
itas pangan lainnya.
(*)
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Negara Akui Tari Fomani dan Meta’u’a, 
Tradisi Leluhur Masyarakat Siompu di Buton Selatan

sertifikasi tersebut sekaligus 
menjadi tanggung jawab mas-
yarakat untuk memastikan tr-
adisi tidak berhenti pada pen-
gakuan administratif. “Hal ini 
sekaligus menjadi amanah bagi 
seluruh warga untuk terus men-
jaga, melestarikan, dan mew-
ariskan nilai-nilai luhur yang 
terkandung di dalamnya kepada 
generasi mendatang,” ujarnya.

Acara adat tersebut dihad-
iri Kepala Dinas Kebudayaan 

Delapan Titik Kebakaran Lahan Ditangani Damkar Baubau pada 
22-24 September, Warga Kembali Diingatkan Tidak Bakar Lahan

penanganan meliputi Jalan Padat 
Karya Waborobo, TPU Wanajati 
Kelurahan Tampuna, Jalan Cen-
dana Kelurahan Kadolo, Jalan 
Labisana Kelurahan Baadia, 
Waborobo, Benteng Sorawolio, 
Tanggul Pemotongan Bataragu-
ru, serta Jalan Dayanu Ikhsanud-
din Kelurahan Sulaa. “Sebagian 
besar kejadian merupakan imbas 
pembakaran lahan dan sampah 
tanpa pengawasan,” kata Ali 
Hasan dalam siaran pers, Jumat 
(25/9/2026).

Dari sejumlah kejadian itu, 
kebakaran dengan area ter-
dampak terbesar terjadi di TPU 
Wanajati, Kelurahan Tampuna, 
sekitar 1,5 hektare, dan Jalan 
Padat Karya Waborobo sekitar 
satu hektare. Di Waborobo, pada 
kejadian malam hari, api kemba-
li membakar lahan sekitar 50 x 
30 meter. Sementara kebakaran 
di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, 
Kelurahan Sulaa, berdampak 
pada area sekitar 20 x 30 meter.

Petugas mengerahkan kekua-
tan berbeda sesuai lokasi kejad-
ian. Penanganan di Jalan Padat 
Karya Waborobo menggunakan 
dua unit kendaraan Mako den-
gan lima personel, sedangkan 
TPU Wanajati ditangani satu unit 
Posko Bungi dengan lima perso-
nel. Di Jalan Cendana, satu unit 
Posko Wolio dengan lima perso-
nel diterjunkan, sementara Jalan 
Labisana menggunakan dua unit 

Dukcapil Buton Selatan Genjot IKD, Aktivasi Warga 
Baru 5,94 Persen

Percepatan aktivasi 
mulai terlihat setelah 
IKD diberlakukan se-
bagai syarat mutlak 
bagi 2.194 calon Pega-
wai Pemerintah den-
gan Perjanjian Kerja 
(PPPK) Paruh Waktu 
di Buton Selatan. Kebi-
jakan itu mendorong 
tingkat kepatuhan 
aktivasi di kalangan 
calon PPPK men-
capai sekitar 95 
persen. Koordinasi 
mengenai pelaksa-
naannya dilakukan 
Disdukcapil bersa-
ma Sekretaris Daer-
ah Buton Selatan La 
Ode Harwanto dan 
Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan 
Sumber Daya Manu-
sia (BKPSDM).

Plt. Kepala Dis-
dukcapil Buton Se-
latan Nuhrul Mufida 
mengatakan capa-
ian IKD meningkat 
dibandingkan Agus-
tus 2026 yang baru 
sekitar 3 persen. 
Meski demikian, per-
tumbuhan tersebut 
belum cukup untuk 
mengejar kebutuhan 
digitalisasi dokumen 

kependudukan di 
seluruh wilayah ka-
bupaten.

“Informasi men-
genai IKD memang 
belum tersebar 
luas. Padahal IKD 
memudahkan warga 
mengurus dokumen 
kependudukan mu-
lai dari KTP, Kar-
tu Keluarga hingga 
akta kelahiran secara 
digital,” ujar Nuhrul 
saat ditemui di ru-
ang kerjanya, Rabu 
(23/9/2026).

Upaya digitalisasi 
tersebut berlangsung 
bersamaan dengan 
persoalan klasik ad-
ministrasi kepen-
dudukan, yakni 
pemerataan pereka-
man KTP elektronik 
(e-KTP). Kecamatan 
Batuatas masih men-
catat capaian ter-
endah dengan 82,58 
persen. Kondisi 
geografis sebagai 
wilayah kepulauan 
yang berada paling 
jauh dari daratan 
utama Buton Selatan 
menjadi salah satu 
kendala dalam men-
jangkau masyarakat.

D i s d u k c a p i l 
kemudian meny-
iapkan strategi jem-
put bola dengan 
mengirim tim pe-
layanan langsung 
ke wilayah yang 
membutuhkan per-
ekaman. Anggaran 
untuk kegiatan terse-
but telah diusulkan 
melalui Perubahan 
Anggaran. Pelaksa-
naan layanan lapan-
gan akan dilakukan 
setelah usulan mem-
peroleh persetujuan.

“Kami sudah ma-
sukkan usulan dalam 
Perubahan Angga-
ran. Begitu disetu-
jui, kami langsung 
berangkat ke lapan-
gan,” kata Nuhrul.

Secara nasional, 
digitalisasi identi-
tas kependudukan 
merupakan bagian 
dari perkembangan 
administrasi kepen-
dudukan setelah In-
donesia menerapkan 
KTP elektronik se-
cara bertahap sejak 
2011. Perkembangan 
tersebut kemudi-

an bergerak ke IKD 
yang dirancang un-
tuk menempatkan 
identitas kependudu-
kan dalam perangkat 
digital. Secara glob-
al, digital identity 
juga berkembang da-
lam berbagai bentuk; 
Perserikatan Bang-
sa-Bangsa melalui 
agenda Tujuan Pem-
bangunan Berkelan-
jutan (SDGs) mema-
sukkan isu identitas 
hukum bagi semua 
orang sebagai bagian 
dari target 16.9 pada 
2030.

Dengan kondisi 
tersebut, Disdukcap-
il Buton Selatan be-
rupaya memperluas 
aktivasi IKD seka-
ligus mengejar keter-
tinggalan perekaman 
e-KTP. Perluasan 
layanan diarahkan 
agar masyarakat di 
wilayah perkotaan 
maupun kepulauan 
memperoleh akses 
dokumen kepen-
dudukan secara lebih 
mudah, cepat, dan 
tepat waktu.(*)

Meta’u’a Binawakili Hidupkan Jejak 400 
Tahun Armada Jawa di Siompu, Dimeriahkan 

120 Penari 
da yang diperkirakan berasal dari 
Pulau Jawa.

Meta’ u’a diikuti masyarakat 
dari enam desa yang tergabung 
dalam persekutuan Binawakili, 
yakni Biwinapada, Nggulang-
gula, Wakinamboro, Batuawu, 
Lapara, dan Tongali. Menurut 
lembaga adat setempat, kedatan-
gan armada tersebut diperkira-
kan terjadi sekitar 400 tahun lalu 
dan menjadi awal terbentuknya 
hubungan persahabatan dengan 
masyarakat asli Siompu.

Ketua Lembaga Adat Bin-
awakili, H. Pomili Womal, S.Pd., 
SD., mengatakan hubungan 
yang berawal dari kedatangan 
rombongan tersebut kemudian 
berkembang menjadi ikatan so-
sial dan persaudaraan yang diw-
ariskan lintas generasi. “Setelah 
armada itu mendarat, mereka 
kemudian menyeberang dan me-
netap di tanah ini hingga akhirn-
ya menyatu dengan kita. Ikatan 
persaudaraan itulah yang terus 
dijaga dan diwariskan hingga 
hari ini,” ujarnya.

Menurut Pomili, pelestarian 
tradisi menjadi penting karena 
sejarah lokal tidak hanya tersim-
pan dalam catatan tertulis, tetapi 
juga dalam praktik budaya mas-
yarakat. Karena itu, Meta’ u’a di-
arahkan untuk memperkenalkan 
kembali asal-usul dan nilai yang 
diwariskan leluhur kepada gener-
asi muda.

Tradisi tersebut berlangsung 
melalui sejumlah prosesi, antara 
lain penyambutan tamu kehor-
matan dengan pemberian kalung 
penghormatan, peragaan silat tr-
adisional, serta pertunjukan tari 
kolosal. Prosesi adat itu dihad-
iri Kepala Dinas Kebudayaan 
Provinsi Sulawesi Tenggara 

Pemkab Buton Tengah dan BPN Percepat 
Sertifikasi 2.000 Bidang Tanah, Bupati Azhari 

Akan Serahkan 1.500 Sertifikat
fikat-sertifikat itu di desa-de-
sa yang akan dituju,” kata 
Azhari seusai penandatan-
ganan nota kesepahaman 
(MoU) antara Pemkab Bu-
ton Tengah dan Kantor Per-
tanahan Kabupaten Buton 
Tengah, Kamis (24/9/2026).

Kerja sama tersebut diar-
ahkan untuk mempercepat 
legalisasi aset masyarakat 
sekaligus penataan aset pe-
merintah daerah. Ruang 
lingkupnya meliputi perce-
patan pendaftaran dan sert-
ifikasi tanah, pemanfaatan 
data serta informasi pertana-
han, integrasi perpajakan 
pertanahan, dan penanga-
nan sengketa atau persoalan 
tanah.

Pemkab Buton Tengah 
dan Kantor Pertanahan juga 
akan mengidentifikasi MBR 
yang belum memiliki serti-
fikat karena keterbatasan ke-
mampuan ekonomi dan bi-
aya pengurusan. Pendekatan 
tersebut diharapkan mem-
perluas akses masyarakat 
terhadap kepastian hukum 
atas tanah yang mereka tem-
pati atau kelola.

Azhari mengatakan pe-
merintah daerah akan men-
gupayakan penambahan 

Provinsi Sulawesi Tenggara 
Ridwan Badala, Wakil Bupati 
Buton Selatan La Ode Risaw-
al, anggota DPRD Kabupaten 
Buton Selatan, kepala organi-
sasi perangkat daerah, Plt. Sek-
retaris DPRD, Camat Siompu, 
para kepala desa, tokoh adat, 
pendidik, serta masyarakat adat 
Pulau Siompu. Kehadiran mer-
eka menegaskan keterlibatan 
berbagai unsur dalam pelestari-
an budaya daerah.

Pengakuan terhadap Tari 
Fomani dan Meta’ u’a seka-
ligus menempatkan masyarakat 
sebagai pihak penting dalam 
keberlanjutan warisan tersebut. 
Tantangan berikutnya adalah 
memastikan tradisi tetap hid-
up dalam praktik masyarakat, 
dipahami generasi muda, dan 
tidak sekadar tercatat dalam 
dokumen pengakuan budaya 
pemerintah.(*)

Mako dengan enam personel. 
Kebakaran di Waborobo pada 
malam hari ditangani satu unit 
Mako dengan enam personel, 
Benteng Sorawolio satu unit 
Posko Wolio dengan lima per-
sonel, Tanggul Pemotongan 
Bataraguru satu unit Mako den-
gan lima personel, dan Jalan 
Dayanu Ikhsanuddin satu unit 
Mako dengan delapan personel.

Selain pemadaman, petugas 
memberikan layanan kedaru-
ratan kepada warga. Damkar 
mengantar pasien darurat dari 
Kelurahan Tomba ke Rumah 
Sakit Palagimata serta mem-
bantu melepaskan cincin dari 
jari seorang remaja laki-laki be-
rusia 14 tahun asal Desa Kame-
kanta, Kecamatan Kapontori, 
Kabupaten Buton. Kecepatan 
laporan masyarakat juga disebut 
membantu petugas tiba di loka-
si lebih cepat, dengan dukungan 
relawan dan kepolisian.

Ali Hasan mengatakan pem-
bakaran biasanya dilakukan 
untuk membuka lahan perke-
bunan, membersihkan hala-
man, atau mempersiapkan 
pembangunan perumahan. Da-
lam kondisi lingkungan yang 
kering, api dapat lebih cepat 
menjalar apabila tidak diawasi. 
“Masyarakat perlu memastikan 
api tidak merembet dan bara be-
nar-benar padam setelah pem-
bakaran selesai,” ujarnya.

Risiko tersebut memiliki 
konteks yang lebih luas. Di 
Indonesia, kebakaran hutan 
dan lahan menjadi persoalan 
berulang, terutama pada peri-
ode kering. Salah satu episode 
terburuk terjadi pada 1997-
1998 ketika kebakaran besar 
di Indonesia menimbulkan 
kabut asap lintas batas hingga 
negara-negara Asia Tenggara. 
Secara global, kebakaran veg-
etasi juga merupakan fenome-
na alam dan lingkungan yang 
telah lama terjadi, tetapi pe-
rubahan penggunaan lahan, 
kekeringan, dan kondisi cua-
ca dapat meningkatkan risiko 
serta dampaknya. Karena itu, 
pencegahan pada tingkat tapak 
tetap menjadi bagian penting 
dalam pengendalian keba-
karan.

Damkar dan Penyelamatan 
Kota Baubau mengimbau war-
ga tidak melakukan pemba-
karan lahan maupun sampah 
secara sembarangan. Jika 
pembakaran dilakukan sesuai 
ketentuan yang berlaku, war-
ga diminta memperhatikan 
kondisi lingkungan, meny-
iapkan langkah pencegahan 
agar api tidak merembet, serta 
memastikan seluruh bara telah 
padam sebelum meninggalkan 
lokasi. “Jangan meninggal-
kan pembakaran tanpa penga-
wasan,” kata Ali Hasan.(*)

Ridwan Badala, Wakil Bupati Buton 
Selatan La Ode Risawal, Sekretaris 
Daerah Buton Selatan La Ode Har-
wanto, anggota DPRD, kepala organ-
isasi perangkat daerah, Plt. Sekretaris 
DPRD, Camat Siompu, para kepala 
desa, tokoh adat, pendidik, dan mas-
yarakat Pulau Siompu.

Secara historis, hubungan antar-
pulau di Nusantara telah berlangsung 
jauh sebelum terbentuknya Indonesia 
sebagai negara pada 1945. Jalur laut 
menjadi salah satu penghubung utama 
perpindahan manusia, barang, bahasa, 
dan kebudayaan di kawasan kepulau-
an. Pada masa perdagangan maritim 
Asia, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan 
wilayah kepulauan lainnya terhubung 
melalui jaringan pelayaran yang me-
mungkinkan terjadinya perjumpaan 
antarmasyarakat. Konteks sejarah 
maritim tersebut menjadi latar penting 
dalam memahami berbagai tradisi lo-
kal yang menyimpan ingatan tentang 
kedatangan kelompok dari wilayah 
lain.

Pomili menyebut Meta’ u’a bukan 
sekadar perayaan, melainkan bagian 
dari usaha mempertahankan identitas 
masyarakat Binawakili. “Kegiatan 
seperti ini bukan sekadar pesta biasa, 
melainkan upaya memperkenalkan 
kembali jati diri dan warisan leluhur 
kepada generasi penerus,” katanya. Ia 
juga menyampaikan apresiasi kepada 
pemerintah daerah, para tetua adat, 
dan masyarakat yang mendukung 
pelaksanaan tradisi tersebut.

Bagi masyarakat Binawakili, 
pelaksanaan Meta’ u’a  menjadi ru-
ang untuk mempertemukan sejarah, 
kesenian, dan kehidupan sosial dalam 
satu perhelatan adat. Tradisi itu seka-
ligus menunjukkan bagaimana memo-
ri mengenai hubungan masyarakat 
Siompu dengan pendatang dari luar 
pulau terus dipelihara melalui praktik 
budaya dan diwariskan kepada gener-
asi berikutnya.(*)

kuota sertifikasi pada tahun beri-
kutnya dengan melibatkan Kan-
tor Pertanahan, Dinas Sosial, 
pemerintah desa, dan perangkat 
daerah terkait. Selain legalisasi 
tanah warga, program tersebut 
menjadi bagian dari upaya mem-
percepat sertifikasi aset Pemkab 
Buton Tengah.

“Harapan saya semua warga 
Buton Tengah memiliki sertifikat 
lahan tempat tinggalnya dan sert-
ifikat kebunnya,” ujar Azhari.

Secara historis, sertifikasi 
tanah menjadi bagian penting 
dari kebijakan pertanahan di In-
donesia karena dokumen hak 
atas tanah memberikan kepas-
tian hukum sekaligus menjadi 
dasar administrasi pertanahan. 
Secara internasional, kepastian 
hak atas tanah juga dipandang 
sebagai salah satu unsur penting 
dalam tata kelola lahan, pengu-
rangan konflik pertanahan, dan 
penguatan akses ekonomi mas-
yarakat. Di tingkat daerah, ker-
ja sama Pemkab Buton Tengah 
dan Kantor Pertanahan melalui 
MoU pada 24 September 2026 
diarahkan untuk menerjemahkan 
kebutuhan tersebut melalui per-
cepatan layanan sertifikasi bagi 
masyarakat dan legalisasi aset 
pemerintah.(*)
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BAUBAU, BP- 
Pemerintah Kota 
Baubau menyiapkan 
rangkaian peringa-
tan Hari Jadi Baubau 
ke-485 dan HUT ke-
25 sebagai daerah 
otonom yang akan 
berlangsung sepan-
jang Oktober 2026. 
Puncak perayaan 
dijadwalkan pada 
17 Oktober dengan 
upacara, tradisi Pe-
kande Kandea, dan 
malam ramah tamah, 
sementara sejumlah 
ritual adat, karnaval 
budaya, serta pamer-
an UMKM mengisi 
agenda sebelumnya.

Sekretaris Daerah 
Kota Baubau La Ode 
Darus Salam, S.Sos., 
M.Si., mengatakan 
rangkaian kegiatan 
tersebut dirancang 
tidak hanya sebagai 
perayaan adminis-
tratif, tetapi juga se-
bagai ruang untuk 
memperkuat keber-
samaan masyarakat 
dan mempertahank-
an warisan budaya 
Buton. Pemkot me-
matangkan agenda 
itu dalam rapat pada 
Kamis (24/9/2026) 
bersama Asisten Pe-
merintahan dan Kes-
ra La Ode Aswad, 
S.Sos., M.Si., serta 
Kabag Pemerintahan 
Rickman Ekaputra.

"Rangkaian ke-
giatan ini diharapkan 
dapat mempererat 
tali silaturahmi an-
tarwarga sekaligus 
melestarikan nilai-
nilai budaya luhur 
Buton," kata La Ode 
Darus Salam.

Agenda perayaan 
dimulai 1 Oktober 

BAUBAU, BP- 
Penguatan kualitas 
dan tata kelola data 
pemerintah daerah 
menjadi fokus Pem-
binaan Statistik Sek-
toral yang digelar 
Badan Pusat Statistik 
(BPS) Kota Baubau, 
Selasa (29/9/2026). 
Diskominfo, Bapper-
ida, Dinas Pariwisata, 
dan Kesbangpol Kota 
Baubau mengikuti 
kegiatan tersebut se-
bagai bagian dari up-
aya memastikan data 
sektoral dapat digu-
nakan secara akurat 
dalam perencanaan 
pembangunan.

Kepala Diskomin-
fo Kota Baubau 
H. Andi Hamzah 
Machmud, S.Sos., 
M.Si., meminta 
seluruh organisa-
si perangkat daer-
ah (OPD) tidak 
menunggu pelaksa-
naan evaluasi untuk 
membenahi adminis-
trasi dan pengelolaan 
data. Setiap OPD se-
bagai produsen data 
perlu menyiapkan 
bukti dukung sejak 
awal agar proses 
evaluasi penyeleng-
garaan statistik sek-
toral dapat dilakukan 
dengan lebih terukur.

" K o l a b o r a s i 
seluruh OPD penting 
untuk mengevaluasi 
pengelolaan data dan 
menyiapkan bukti 
dukung sejak dini," 
kata Andi Hamzah 
dalam kegiatan 
tersebut.

Menurut dia, 
penguatan statistik 
sektoral tidak han-
ya berkaitan dengan 
ketersediaan angka, 
tetapi juga menyang-
kut proses bagaima-
na data dikumpulkan, 
dikelola, diperbarui, 
dan dapat dipertang-
gungjawabkan. Data 
yang tertata dibu-
tuhkan pemerintah 
untuk menyusun ke-
bijakan berdasarkan 
kondisi faktual di 
daerah.

Hari Jadi ke-485 Baubau Akan Diwarnai 
Ritual Adat, Expo UMKM, dan Karnaval

Laporan: Prasetio M hingga 31 Oktober 
2026. Pada awal bu-
lan, pemerintah men-
gagendakan pem-
bersihan lingkungan 
kantor serta pema-
sangan umbul-um-
bul dan spanduk di 
instansi pemerintah, 
BUMN, perguruan 
tinggi, dan sekolah 
se-Kota Baubau. 
Masyarakat dan 
aparatur juga diim-
bau menggunakan 
atribut khas daerah, 
antara lain Kampu-
rui, syal, dan sarung 
Buton.

Nuansa budaya 
semakin kuat me-
masuki 12 Oktober. 
Tradisi Santiago atau 
ziarah kubur dan rit-
ual Haroana Andala 
akan dilaksanakan di 
Rumah Singgah Ne-
layan Pantai Morika-
na, Bone-Bone. Pada 
hari yang sama, Bau-
bau Expo atau Pam-
eran UMKM dibuka 
di Kotamara dan ber-
langsung hingga 17 
Oktober.

Ritual adat kemu-
dian berlanjut den-
gan Tuturangiana 
Ouwena Kanakea di 
Jalan Syekh Abdul 
Wahid, Kanakea, 
pada 13 Oktober. 
Sehari berikutnya, 
Tuturangiana Ba-
tuwampone dijad-
walkan berlangsung 
di samping Rusun 
Kotamara, disusul 
Karnaval Budaya 
dengan rute Kota-
mara menuju Pantai 
Kamali.

Waktu pelaksa-
naan karnaval ma-
sih dimatangkan. 
Pemerintah akan 
melaporkan kemba-

li kepada pimpinan 
apakah kegiatan 
dilaksanakan sore 
atau malam hari, 
terutama karena ter-
dapat partisipasi dari 
wilayah eks Kesul-
tanan Buton.

Pada 15 Oktober, 
masyarakat akan 
kembali disuguhkan 
ritual Tuturangiana 
Batupoaro di Masjid 
Islamic Center Bau-
bau. Pelaksanaan-
nya menyesuaikan 
kondisi pasang surut 
air laut. DPRD Kota 
Baubau pada hari 
yang sama menjad-
walkan Rapat Par-
ipurna Istimewa. 
Rangkaian lainnya 
mencakup perlom-
baan domino dan 
bola voli.

Puncak perin-
gatan berlangsung 
Sabtu, 17 Oktober 
2026, melalui Up-
acara Bendera Hari 
Jadi Baubau ke-485 
dan HUT Otonom 
Kota Baubau ke-25 
di Lapangan Kantor 
Wali Kota Baubau. 
Setelah upacara, tr-
adisi Pekande Kan-
dea digelar di Aula 
Palagimata dengan 
melibatkan anak 
yatim piatu, kaum 
dhuafa, dan keluarga 
tidak mampu.

Malam harinya, 
seluruh rangkaian 
perayaan ditutup 
dengan Malam Ra-
mah Tamah di Pe-
lataran Kotamara 
Kota Baubau. Pe-
merintah menempat-
kan kegiatan tersebut 
sebagai momentum 
mempertemukan un-
sur pemerintah, mas-
yarakat, dan berb-

agai kelompok yang 
ikut ambil bagian 
dalam perayaan.

Secara historis, 
perayaan Hari Jadi 
Baubau berkaitan 
dengan perjalanan 
panjang kawasan 
Buton yang memili-
ki tradisi kesultanan 
dan warisan budaya 
yang berkembang se-
lama berabad-abad. 
Baubau juga memi-
liki posisi penting 
dalam sejarah ka-
wasan karena per-
nah menjadi pusat 
Kesultanan Buton 
dan menjadi bagian 
dari jalur perdagan-
gan antarpulau di ka-
wasan timur Nusan-
tara. Dalam konteks 
Indonesia modern, 
penyelenggaraan pe-
merintahan daerah 
kemudian berkem-
bang melalui kebija-
kan otonomi daerah 
setelah reformasi, 
termasuk pemben-
tukan Kota Baubau 
sebagai daerah oto-
nom.

"Melalui partisi-
pasi masyarakat dan 
UMKM lokal, kami 
berharap rangkaian 
peringatan ini juga 
dapat memberikan 
dampak terhadap 
perekonomian daer-
ah," ujar La Ode 
Darus Salam. Den-
gan demikian, per-
ayaan Oktober 2026 
tidak hanya diarah-
kan sebagai seremo-
ni hari jadi, tetapi 
juga menjadi ruang 
untuk mempertemu-
kan sejarah, tradisi, 
kegiatan ekonomi, 
dan kebersamaan 
masyarakat Baubau.
(*)

BPS Baubau Perkuat Satu Data, 
Diskominfo Siapkan Bukti Dukung untuk 

EPSS

Laporan: Andina Pembinaan yang 
dibuka Kepala BPS 
Kota Baubau Mus-
din, SST, itu dilak-
sanakan dalam 
kerangka Peraturan 
Presiden Nomor 39 
Tahun 2019 tentang 
Satu Data Indonesia. 
Regulasi tersebut 
menjadi salah satu 
landasan nasional 
dalam mendorong 
penye lenggaraan 
data pemerintah 
yang terintegrasi dan 
memiliki standar 
yang jelas.

Musdin menga-
takan kualitas mer-
upakan salah satu 
unsur utama dalam 
penye lenggaraan 
statistik sektoral. 
Data pemerintah ha-
rus memenuhi prin-
sip akurat, konsisten, 
relevan, mutakhir, 
serta dapat diper-
tanggungjawabkan 
agar dapat digu-
nakan sebagai dasar 
pengambilan kebija-
kan.

"Fokus pembi-
naan adalah me-
mastikan data yang 
dihasilkan akurat, 
konsisten, rele-
van, mutakhir, dan 
dapat dipertanggu-
ngjawabkan," ujar 
Musdin.

Selain kualitas, 
pembinaan men-
cakup aspek kelem-
bagaan. Koordina-
si antarperangkat 
daerah, pembagian 
kewenangan, dan 
peningkatan kapa-
sitas aparatur men-
jadi bagian yang 
perlu diperkuat agar 
penye lenggaraan 
statistik sektoral ti-
dak berjalan secara 
parsial.

Dalam struktur 
Satu Data Indonesia 
di Kota Baubau, BPS 
memiliki posisi se-
bagai pembina data. 
Bapperida berperan 
sebagai koordinator, 
Diskominfo menjadi 
walidata, sedangkan 
OPD bertindak se-
bagai produsen data. 

Pembagian peran 
tersebut menempat-
kan setiap lembaga 
pada fungsi yang sa-
ling berkaitan dalam 
menghasilkan data 
pemerintah daerah.

Secara nasional, 
gagasan Satu Data 
Indonesia memper-
oleh landasan formal 
melalui Peraturan 
Presiden Nomor 39 
Tahun 2019 yang 
ditetapkan pada 17 
Juni 2019. Kebija-
kan tersebut muncul 
di tengah kebutuhan 
pemerintah untuk 
mengurangi persoa-
lan perbedaan defini-
si, standar, dan sum-
ber data antarinstansi 
yang dapat memen-
garuhi perencanaan 
pembangunan.

Secara histo-
ris, pengembangan 
statistik resmi juga 
menjadi bagian pent-
ing dalam tata kelola 
pemerintahan mod-
ern. Di tingkat inter-
nasional, Perserika-
tan Bangsa-Bangsa 
melalui Fundamental 
Principles of Official 
Statistics menempat-
kan statistik resmi 
sebagai informasi 
penting bagi pemer-
intah, perekonomi-
an, dan masyarakat. 
Prinsip tersebut 
kemudian menjadi 
rujukan dalam pen-
guatan kualitas, in-
dependensi, dan in-
tegritas statistik di 
berbagai negara.

Pemahaman terh-
adap Sistem Statis-
tik Nasional (SSN) 
juga menjadi bagian 
dari pembinaan di 
Baubau. Melalui ke-
terhubungan antara 
statistik daerah dan 
statistik nasional, 
data sektoral dihara-
pkan tidak hanya me-
menuhi kebutuhan 
internal pemerintah 
daerah, tetapi juga 
dapat mendukung 
penyusunan statistik 
nasional secara leb-
ih terintegrasi dan 
berkelanjutan.(*)


